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3. Perlunya diadakan pembekalan materi aset tetap sesuai SAP dari pemerintah 

baik pelatihan teknis atau workshop kepada para pegawai yang bersangkutan 

dalam penerapan PSAP aset tetap. Agar pegawai bisa lebih memahami 

pelaksanaan teknis aktivitas aset tetap, penyusutan nya dan pelaporan secara 

baik dan sesuai dengan maksud dari PSAP tersebut. 
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